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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 0758/Pdt.G/2015/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam  perkara 

Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 50 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Jualan 

Rokok, tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai 

Pemohon ;

melawan

Termohon, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Kota 

Pekanbaru, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Mei 2015 

telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0758/Pdt.G/2015/PA.Pbr; tanggal 25 Mei 

2015 dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang terlampir 

dalam berkas perkara ini:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, 

Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak 

namun belum berhasil ; 
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Menimbang bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 

2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh 

proses mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Dj.;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi akan 

tetapi tidak berhasil  mencapai kesepakatan:

Menimbang bahwa, pada proses persidangan sebelum ada jawaban dari 

Termohon, Majelis Hakim berusaha dengan maksimal memdamaikan para pihak dan 

usaha damai tersebut  berhasil dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon mohon untuk mencabur perkaranya 

dan akan membina rumah tangganya kembali bersama Termohon, maka Majelis Hakim 

sepakat menerima permohonan pencabutan twersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti 

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena 

perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan 

kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam 

yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut  perkaranya;
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2. Menyatakan perkara Nomor 0758/Pdt.G/2015/PA.Pbr dicabut;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  sejumlah Rp. 

161.000,- (seratus enam puluh satu ribu  rupiah);

Demikian penetapan  ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang 

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 

28 Syakban 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nursyamsiah, MH sebagai Hakim Ketua 

Majelis dan Dra. Hj. Noviarni, SH., MA, Drs. Zainy Usman, SH masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 

hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan 

dibantu oleh Drs. Zulkifli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon 

dan Termohon;

Hakim Anggota          Ketua Majelis

TTD TTD

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Hakim Anggota

                      TTD

Drs. Zainy Usman, SH

Panitera Pengganti,

    TTD

Drs. Zulkifli, SH., MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Proses : Rp. 50.000,-
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Panggilan : Rp. 70.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Meterai : Rp.   6.000,-
Jumlah  : Rp. 161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Pekanbaru, 15 Juni 2015.

Salinan yang sama dengan aslinya

Panitera,

R A S Y I D I, MS., SH.
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